
SALINAN 

BUPATI MAHAKAM UL 
PROVJNSI KALIMANTAN Tl UR 

PERATURAN BUPATI MAHA M ULU 
NOMOR 15 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN BAGI KELUARGA MISKIN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAHAKAM U L ,  

a. bahwa dalam visi mi i Kepala Daerah Terpilih 
Tahun 2021-2024 te dapat Program Santunan 
Bagi Lansia, Peny dang Disabilitas, Janda 
Miskin, Duda Miskin, Orang Dengan Gangguan 
Jiwa; 

b. bahwa berdasarkan ertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam hu uf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati te tang Pedoman Pemberian 
Santunan Bagi Keluar a Miskin; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Ta un 1945; 

2. Undang-Undang Nom 
Kesejahteraan Lanju 
Republik Indonesia 
Tambahan Lembaran 
Nomor 3796); 

r 13 Tahun 1998 tentang 
Usia (Lembaran Negara 

ahun 1998 Nomor 190, 
Negara Republik Indonesia 

3. Undang-Undang N o mo r  23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (' mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 2 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana t [ah diubah beberapa kali 
terakhir dengan U dang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 ten g Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penggan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2016 tentan Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang N o mo r  23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara 'epublik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 237, Tumbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N mor 5946); 

4. Undang-Undang No r 1 1  Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 9 Nomor 12,  Tambahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 
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4967); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201 1  tentang 
Penanganan Fakir iskin (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ahun 201 1  Nomor 83, 
Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia 
Nomor 5235); 

6. Undang-Undang Nom r 2 Tahun 2013 tentang 
Pernbentukan Kabup ten Mahakam Uiu di 
Provinsi Kalimantan imur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ahun 2013 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 5395); 

7. Undang-Undang Nom r 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daer% (Lembaran Negara 
Republik Indonesia) 'ahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomr 5587) sebagaim a telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan ndang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 tentan Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Ind nesia Tahun 2020 Nornor 
245, Tambahan Le baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573 ; 

8. Undang-Undang Nom r 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabil tas (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia ahun 2016 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia 
Nomor 5871 ) ;  

9. Peraturan Pemerinta Nomor 43 Tahun 2004 
ten tang Pelaksana Upaya Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran 
Negara Republik Ind nesia Tahun 2004 Nomor 
144 ,  Tambahan Le baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4451 ; 

am Ulu Nomor 16 Tahun 
Pemberian Santunan Bagi 

a Miskin, Penyandang 
tim Piatu Miskin, Anak 
erlantar (Serita Daerah 
Ulu Tahun 2020 Nomor 

Nomor 52 Tahun 2019 
an Kesejahteraan Sosial 
bilitas (Lernbaran Negara 
ahun 2019 Nomor 138, 

Negara Republik Indonesia 

10.Peraturan Pemerin 
tentang Penyelengga 
Bagi Penyandang Di 
Republik Indonesia 
Tambahan Lernbaran 
Nomor 6368); 

1 1.  Peraturan Bupati M 
2020 tentang Pedom 

Lanjut Usia, Jan 
Disabilitas, Anak Y 

Miskin dan Anak 
Kabupaten Mahak 
16). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI MAHAKA ULU TENTANG PEDOMAN 

PEMBERIAN SANTUNAN BAGI ELUARGA MISKIN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deng 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 

2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati seb 
pemerintahan Daerah yang memimpin pela 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Ka 

gai unsur penyelenggara 
sanaan urusan merintahan 

paten Mahakam Ulu. 

4. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan P rempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Mahakam Ulu. 

5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosi I Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahak Ulu.  

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan 
di wilayah kerja Kecamatan yang dal pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan peme intahan dari Bupati untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah an menyelenggarakan tugas 
umum Pemerintahan di Wilayah Kabupaten akam Ulu. 

7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseor g yang dididik dan dilatih 
secara profesional untuk melaksanakan ugas-tugas pelayanan dan 
penanganan masalah sosial dan/atau sese rang yang bekerja, baik di 
lembaga pemerintah maupun swasta yang r an g  Iingkup kegiatannya di 
bidang kesejahteraan sosial. 

8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang y g bekerja, baik di lembaga 
pemerintah maupun swasta yang memili kompetensi dan profesi 
pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pe rjaan sosial yang diperoleh 
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pe galaman praktek pekerjaan 
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas elayanan dan penanganan 
masalah sosial. 

9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibant perangkat kampung sebagi 
unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung 

10. Santunan adalah Bantuan Yang di berikan ol h Pemerintah Daerah berupa 
uang maupun barang kepada keluarga miskir sesuai dengan kriteria yang 
di tuangkan dalam peraturan bupati. 

Pasal 2 

( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk 
sosial bagi lanjut usia, janda miskin, penya 
piatu miskin, anak miskin, anak terlan 
dengan Gangguan Jiwa. 

eningkatkan kesejahteraan 
dang disabilitas, anak yatim 
, duda miskin, dan Orang 
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(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menin atkan keberfungsian sosial 
bagi lanjut usia, janda miskin, penyandang 'isabilitas, anak yatim piatu 
miskin, anak miskin, anak terlantar, duda miskin dan orang dengan 
gangguan jiwa terlantar melalui pening atan kemampuan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar. 

Pasal 3 

ak; dan 
aerah paling singkat selama 

Pemerintah Daerah 
miskin, penyandang 
anak terlantar, duda 

(1 )  Dalam rangka penanggulangan 
memberikan santunan bagi lanjut usia, 
disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak iskin, 
miskin dan orang dengan gangguan jiwa. 

(2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) diberikan dengan kriteria : 
a. Lanjut usia, meliputi : 

1 .  pria atau wanita; 
2. dipilih 1 (satu) orang dalam 1 (satu) k u keluarga; 
3. berusia diatas 60 (enam puluh) tahun; 
4. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan 

pokoknya; 
5. mempunyai keluarga atau anak teta i termasuk dalam kategori 

penduduk miskin; 
6. tidak mempunyai keluarga dan/atau 
7. berdomisili terus menerus di wilayah 

2 (dua) tahun. 

atau wanita yang ditinggal 

aerah paling singkat selama 

tu pemenuhan. kebutuhan. 
ak, tetapi termasuk dalam 

b. Janda Miskin, meliputi : 
I .  wanita yang bercerai dengan 

mati oleh suaminya; 
2. berstatus sebagai kepala rumah tangg dan pencari nafkah; 
3. tidak memiliki penghasilan tetap yang dapat memenuhi kebutuhan 

pokok keluarga; 
4. tidak ada keluarga yang memb 

hidupnya atau memiliki keluarga/ 
kategori penduduk miskin; dan 

5. berdomisili terus menerus di wilayah 
2 (dua) tahun. 

c. Penyandang Disabilitas, meliputi: 
1 .  pria atau wanita; 
2. mengalami cacat fisik dan/atau me n t al ,  sehingga tidak dapat 

melaksanakan aktifitas sehari-hari sec a normal; 
3. tidak dapat bekerja sehingga tidak me iliki penghasilan yang dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya; 
4. tidak mendapatkan pelayanan dan embinaan dari Panti Sosial 

atau Yayasan Sosial; dan 
5. berdomisili terus menerus di wilayah aerah paling singkat selama 

2 (dua) tahun. 

d. Anak Yatim Piatu/anak yatim/anak piatu miskin, meliputi : 
1 .  pria atau wanita; 
2. berusia paling tinggi 18 (delapan belas tahun dan belum menikah; 
3. tidak memiliki sumber penghasil n yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya; dan 
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4. berdomisili terus menerus di wilayah D erah paling. singkat selama 
2 (dua) tahun. 

e. Anak Terlantar, meliputi : 
1 .  pria atau wanita; 
2.  berasal dari keluarga miskin; 
3. Memiliki orang tua namun dilalailan oleh orang tua dan 

keluarganya tidak terpenuhi kebutuh n dasar (sandang, pangan, 
papan dan sekolah); 

4. berusia paling tinggi 18 (delapan belas tahun dan belum menikah; 
dan 

5. berdomisili terus menerus di wilayah aerah paling singkat selama 
2 (dua) tahun. 

f. Duda Miskin, meliputi : 
1 .  Pria yang bercerai dengan istrinya a u pria yang ditinggal mati 

oleh istrinya; 
2. Berstatus sebagai Kepala Keluarga dan Pencari nafkah; 
3. tidak memiliki penghasilan tetap yang apat memenuhi kebutuhan 

pokok keluarga; 
4. tidak ada keluarga yang memban u pemenuhan kebutuhan 

hidupnya atau memiliki keluarga/ u ,  tetapi termasuk dalam 

kategori penduduk miskin; dan 
5. berdomisili terus menerus di wilayah aerah paling singkat selama 

2 (dua) tahun. 

g. Orang Dengan Gangguan Jiwa meliputi: 
1 .  Pria atau wanita; 
2. Menderita gangguan jiwa yang m mpengaruhi kehidupannya 

sehingga tidak dapat memenuhi kebut han hidupnya secara layak; 
3. Memiliki keluarga yang tidak mampu emenuhi kebutuhan hidup 

Orang dengan Gangguan Jiwa karena alam kondisi miskin; 
4. berdomisili terus menerus di wilayah aerah paling singkat selama 

2 (dua) tahun. 

BAB II 

BESARAN 

Pasal 4 

( 1 )  Persyaratan untuk mendapatkan bantuan s 
a. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kart 
b. Surat Domisili dari Petinggi bagi yang be 

Penduduk dan Kartu Keluarga. 

tunan sebagai berikut : 
keluarga; atau 
m mempunyai kartu Tanda 

Pasal 5 

( 1 )  Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pa 3 berupa uang sebesar Rp. 
1.000 .000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang. 

(2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ay (1 )  diberikan 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Santunan yang diberikan kepada anak usia ekolah yang tinggal di panti 
anak dan/atau yang tinggal di asrama di beri an berupa barang. 

(4) Santunan di berikan berupa Barang sebagai ana di maksud pada ayat 3 
berupa sembako dan alat sekolah yang di tet pkan oleh keputusan bupati. 
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(5) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dan ayat (.3) diberikan 
sesuai kemampuan keuangan Daerah. 

BAB Ill 
SOSIALISASI, PENDATAAN DAN MEKANIS E PENDISTRIBUSIAN 

Bagian Kesatu 
Sosialisasi 

Pasal 6 

( 1 )  Sosialisasi bertujuan agar tercapai kesama pemahaman mulai dari 
Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerinta Desa/Kelurahan mengenai 
mekanisme pelaksanaan santunan lanjut u s ir .,  janda miskin, penyandang 
disabilitas, anak yatim piatu miskin, anak iskin, anak terlantar, duda 
miskin dan orang dengan gangguan jiwa di D rah. 

(2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud p la ayat ( I )  meliputi : 
a. Camat; 
b. Petinggi; 
c. Sadan Permusyawaratan Pemberdayaan 

Masyarakat; 
d .  Rukun Tetangga; dan 
e. Tokoh masyarakat lainnya. 

Pasal 7 

( ! )  Pendataan bertujuan untuk memperoleh da a calon penerima Santunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 s suai dengan kriteria yang 
ditetapkan; 

(2) Pendataan dilakukan oleh Pemerintah Kampu 
(3) Pendataan Sebagaimana dimaksud pada ay direkap oleh TKSK dan 

PSM yang berkedudukan di kecamatan; 
(4) Rekap hasil pendataan sebagaimana dimak d pada ayat (3) diteruskan 

oleh TKSK dan PSM yang berkedudukan di K camatan untuk disampaikan 
ke Dinas; 

(5) Rekap hasil Pendataan yang diterima oleh inas sebagaiman dimaksud 
ayat (4) dijadikan daftar nama penerima santunan; 

(6) Daftar nama penerima santunan sebagaim a dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 8 

( 1 )  Penyaluran santunan sebagaimana dimaks d dalam Pasal 3 dilakukan 
oleh Dinas secara non tunai yang diberi an kepada masing-masing 
penerima santunan; 

(2) Penyaluran santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 
oleh Dinas secara tunai bagi daerah yang tid k memiliki akses perbankan 
yang diberikan kepada masing-masing peneri a santunan; 

(3) bagi penerima santunan bagi Orang deng Gangguan Jiwa di berikan 
kepada keluarga yang mengurus Orang deng Gangguan Jiwa tersebut. 
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Pasal 9 

Jumlah Penerima santunan dalam 1 (satu) kelu 
orang, terkecuali bagi penyandang disabilitas dal 
lebih dari 2 (dua) orang maka santunan dapat d 
disabilitas sebanyak yang terdapat dalam 1 (satu) 

Pasal 10 

ga paling banyak 2 (dua) 
1 (satu) keluarga terdapat 

erikan kepada penyandang 
eluarga. 

wilayah Daerah; 
dak terpenuhi oleh yang 

(1 )  Pemberian santunan dihentikanjika: 
a. Penerima santunan pindah domisili kelu 
b. Kriteria penerima santunan sudah 

bersangkutan; 
c. Penerima santunan meninggal dunia; ata 
d. Penerima santunan sudah mengalarni peningkatan taraf hidup 

dan/atau sudah bekerja atau sudah mempunyai usaha dengan 
penghasilan tetap 

(2) Dalam hal penerima santunan meninggal d nia sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf c, santunan tidak dapat di lihkan kepada orang lain. 

BAB IV 

PENGANGGARAN 

Pasal 11  

Anggaran Santunan bagi penerima santunan s bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam anggar pendapatan belanja Daerah 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keue vgan Daerah. 

Pasal 12 

( 1 )  Pemerintah Daerah melaksanakan m o n i t or in g  dan evaluasi pemberian 
santunan. 

(2) Monitoring clan evaluasi sebagaimana dim pada ayat ( 1 )  dilakukan 
oleh tim pelaksana kabupaten yang terdiri a 
a. Dinas; 
b. Perangkat daerah terkait; 
c. Camat; clan 
d. TKSK clan PMS. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) itetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BABV 

KETENTUAN PERALI 

Dengan berlakunya Peraturan bupati ini maka Peraturan Bupati Mahakam 
Ulu Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedom Pemberian Santunan Bagi 
Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabili as, Anak yatim Piatu Miskin, 
Anak Miskin dan Anak Terlantar di nyatakan dicabut sehingga ketentuan 
peraturan bupati tersebut tidak berlaku lagi. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTU 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Ulu. 

pengundangan Peraturan 
aerah Kabupaten Mahakam 

Ditetapkan di Ujoh Bilang 
pada tanggal 28 Juni 2021 

BUPATI MAHAKAM ULU, 

ttd 

BONIFASIUS BELAWAN GEH 

Diundangkan di Ujoh Bilang 
pada tanggal 28 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, 

ttd 

STEPHANUS MADANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU AHUN 2021 NOMOR 15 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

ARSENIUS LUHAN, SEM.Hum 

NIP. 19820402 201001 1 016 


